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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

e

NOMOR 2 TAHUN 1999
TENTANG
PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa penyelenggaraan transmigrasi merupakan bagian integral dari
pembangunan nasional, untuk peningkatan dan pemerataan
pembangunan antar daerah dan wilayah dengan mewujudkan pusat
pertumbuhan wilayah yang telah ada atau percepatan pusat
pertumbuhan wilayah yang telah ada atau yang sedang berkembang;

bahwa penyelenggaraan transmigrasi merupakan salah satu bentuk
mobilitas penduduk melalui penataan dan persebaran penduduk yang
serasi dan seimbang dengan pemanfaatan sumber daya alam sesuai
dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan, serta
sebagai wahana integrasi dan akulturasi budaya nasional;

bahwa penyelenggaraan  transmigrasi  dilaksanakan  untuk
meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitar
dengan menciptakan kesempatan Kerja dan peluang usaha serta
mendorong perluasan dan pengembangan investasi;

bahwa sehubungan dengan hal tersebut dan sebagai pelaksanaan
Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian,
maka penyelenggaraan transmigrasi perlu diatur dengan Peraturan
Pemerintah;

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian
(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3682);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN
TRANSMIGRASI.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
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. Ketransmigrasian adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan
penyelenggaraan transmigrasi.

. Penyelenggaraan Transmigrasi adalah kegiatan penataan dan
persebaran penduduk melalui perpindahan ke dan di Wilayah
Pengembangan Transmigrasi dan Lokasi Permukiman Transmigrasi
untuk meningkatkan kesejahteraan dengan kegiatan penyiapan
permukiman, pengarahan dan penempatan serta pembinaan
transmigran dan pembinaan lingkungan permukiman transmigrasi.

. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk
meningkatkan ~ kesejahteraan dan  menetap di  Wilayah
Pengembangan  Teansmigrasi  atau  Lokasi ~ Permukiman
Transmigrasi.

. Transmigran adalah warga negara Republik Indonesia yang
berpindah secara sukarela ke Wilayah Pengembangan Transmigrasi
atau Lokai Permukiman Transmigrasi melalui pengaturan dan
pelayanan Pemerintah.

. Wilayah Pengembangan Transmigrasi adalah wilayah potensial yang
ditetapkan sebagai pengembangan permukiman transmigrasi untuk
mewujudkan pusat pertumbuhan wilayah yang baru sesuai dengan
Rencana Tata Ruang Wilayah.

. Lokasi Permukiman Transmigrasi adalah lokasi potensial yang
ditetapkan sebagai permukiman transmigrasi untuk mendukung
pusat pertumbuhan wilayah yang sudah ada atau yang sedang
berkembang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

. Permukiman Transmigrasi adalah satu kesatuan permukiman atau
bagian dari satuan permukiman yang diperuntukkan bagi tempat
tinggal dan tempat usaha transmigran.

. Satuan Kawasan Pengembangan adalah suatu kawasan yang terdiri
atas beberapa Satuan Permukiman yang salah satu diantaranya
merupakan permukiman yang disiapkan menjadi desa utama.

. Pola usaha pokok adalah kegiatan usaha tertentu transmigran pada
satuan permukiman yang meliputi usaha primer, usaha sekunder atau
usaha tersier.

10.Peran serta Masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat, secara

perseorangan dan atau kelompok dan atau Badan Usaha dalam
penyelenggaraan transmigrasi.

11.Menteri adalah Menteri yang bertanggungjawab di bidang

ketransmigrasian.
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BAB I
TUJUAN, SASARAN DAN ARAH
PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI

Pasal 2

(1) Penyelenggaraan transmigrasi bertujuan untuk meningkatkan
kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya, peningkatan
dan pemerataan pembangunan daerah, serta memperkukuh persatuan
dan kesatuan bangsa.

(2) Peningkatan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui
penyediaan kesempatan kerja dan peluang usaha, pemberian hak
milik atas tanah, pemberian bantuan permodalan dan atau
prasarana/sarana produksi, memfasilitasi pengurusan administrasi
dengan badan usaha, peningkatan pendapatan, pendidikan dan
pelatihan, pelayanan kesehatan, pemantapan ideologi, mental
spiritual, sosial dan budaya.

(3) Peningkatan dan pemerataan pembangunan daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui pembangunan pusat
pertumbuhan wilayah baru atau mendukung pusat pertumbuhan
wilayah yang sudah ada atau yang sedang berkembang.

(4) Memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui pengelolaan temu
budaya, tata nilai dan perilaku transmigran dan masyarakat
sekitarnya untuk pemantapan rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

Pasal 3

(1) Sasaran  penyelenggaraan transmigrasi adalah meningkatkan
kemampuan dan produktivitas masyarakat ransmigrasi, membangun
kemandirian dan mewujudkan integrasi di permukiman transmigrasi
sehingga ekonomi dan sosial budaya mampu tumbuh dan
berkembang secara berkelanjutan.

(2) Peningkatan kemampuan dan produktivitas masyarakat transmigrasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui
peningkatan keahlian, keterampilan dan pengetahuan.

(3) Pembangunan kemandirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diwujudkan melalui jaminan ketersediaan kesempatan kerja dan
peluang usaha dan pemberian kemudahan usaha.
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(4) Perwujudan integrasi di permukiman transmigrasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan jumlah dan
komposisi transmigran dan penduduk setempat.

Pasal 4

(1) Penyelenggaraan transmigrasi diarahkan pada penataan persebaran
penduduk yang serasi dan seimbang dengan daya dukung alam dan
daya tampung lingkungan, peningkatan kualitas sumber daya
manusia dan perwujudan integrasi masyarakat.

(2) Penataan persebaran penduduk yang serasi dan seimbang dengan
daya dukung alam dan daya tampung lingkungan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui penciptaan keserasian,
keselarasan dan keseimbangan antara kuantitas dan kualitas
penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.

(3) Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diwujudkan melalui peningkatan kualitas transmigran
selaku pribadi, anggota keluarga, kelompok usaha ekonomi dan
anggota masyarakat.

(4) Perwujudan integrasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan melalui penciptaan komunitas transmigran dan
penduduk setempat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum.

BAB Il
PELAKSANAAN TRANSMIGRASI
DAN POLA USAHA

Pasal 5

Pelaksanaan Transmigrasi Umum, Trnasmigrasi Swakarsa Berbantuan
dan Transmigrasi Swakarsa Mandiri diwujudkan melalui penyediaan
kesempatan kerja dan peluang usaha dengan berbagai pola usaha pokok.

Pasal 6

(1) Pola usaha pokok dalam Transmigrasi Umum, Transmigrasi
Swakarsa Berbantuan dan Transmigrasi Swakarsa Mandiri
ditetapkan berdasarkan kesesuaian sumber daya alam, sumber daya
buatan dan sumber daya lainnya yang tersedia.
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(2) Pola usaha pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
kegiatan usaha tertentu dengan usaha primer, usaha sekunder dan
atau usaha tersier.

(3) Berdasarkan penetapan pola usaha pokok sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) ditempatkan transmigran yang mempunyai
kemampuan, keahlian, dan keterampilan yang sesuai dengan
kebutuhan pengembangan pola usaha pokok.

(4) Ketentuan yang diperlukan bagi pelaksanaan pola usaha pokok
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan
Keputusan Menteri.

Pasal 7

(1) Transmigrasi Umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 5
dilaksanakan oleh Menteri dengan ketentuan:

a. mengutamakan penduduk yang mengalami keterbatasan dalam
mendapatkan kesempatan kerja dan peluang usaha;

b. mengutamakan wilayah/daerah yang belum terbuka;

C. pembiayaan dari keuangan negara dalam bentuk bantuan yang
sekurang-kurangnya mencapai tingkat terpenuhi kebutuhan
dasar; dan

d. mengembangkan pola usaha pokok yang ditetapkan dengan
kegiatan usaha primer.

(2) Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan
Transmigrasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Keputusan Menteri.

(3) Pembinaan Transmigrasi Umum dilakukan oleh Menteri secara
terkoordinasi dengan instansi teknis terkait.

Pasal 8

(1) Transmigrasi Swakarsa Berbantuan sebagaimana dimaksud pada
Pasal 5 dilaksanakan oleh Menteri bekerja sama dengan Badan
Usaha dengan ketentuan:

a. mengutamakan penduduk yang relatif berpotensi dan ingin lebih
meningkatkan kesejahteraannya;

b. mengutamakan wilayah/daerah yang agak terbuka;

C. pembiayaan dari keuangan negara dalam bentuk bantuan dan dari
Badan Usaha dalam bentuk permodalan;



